
BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU

NoMoR QqreuuN 2017

TENTANG

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG *O'O 
"*O

Menimbang :

BUPATI BURU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun }OLZ tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Buru tentang Uang

Jasa Pengabdian Pimpinan Dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun lggg
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun tggg tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten

Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2O0O tentang Pembentukan Provinsi

Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten

Mengingat



3.

Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3961);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa0o);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun2oO4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2A1l tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

z0lt Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523al;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9

4.

5.

6.

7.

8.

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20Os

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5781;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OlT

tentang Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OLT Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun ?OLL tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun zotl Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2OO5 Nomor 20361;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62

Tahun ZOLT tentang Pengelompokkan

Kemampuan Keuangan Daerah Serta

Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor LO67l;

L4. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12

Tahun 2Al5 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan



Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Buru Tahun 2015 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor LZ

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran

Daerah Kabupaten Buru Tahun 2AL6 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02

Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru

{Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2OLZ

Nomor O2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UANG JASA

PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

TAHUN 2OI7.

BAB I

KE]TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan umsan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Ralyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusarl
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Buru.

15.

16.



5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Buru
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

Daerah.

6. Fraksi adalah Fraksi-fraksi DpRD Kabupaten Buru.
7. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan

ketua DPRD dan wakil ketua DPRD Kabupaten Buru.
8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan

Anggota DPRD Kabupaten Buru.

9. sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DpRD yang membantu
da-lam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

10. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin
Sekretariat DPRD Kabupaten Buru.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Penghasilan adalah hak keuangan yang diberikan bagi pimpinan

dan Anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi, tugas dan
wewenangnya yang terdiri dari uang representasi, tunjangan
keluarga dan tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan,

tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi intensif,
dan tunjangan reses.

13. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada

Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota
DPRD, bertujuan untuk:

a. meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DpRD;

b. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia, integritas dan

kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD;



c. mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang

DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

daerah; dan

d. mengoptimalkan peran dan tanggungjawab DPRD dalam

menentukan arall kebijakan dan program/kegiatan untuk
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN

ANGGOTA DPRD

Pasal 3

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau

mengakhiri masabaktinya, diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD,

dengan ketentuan:

a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun,

diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang

representasi;

b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa

pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;

c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa

pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;

d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang

jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi;

dan

e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa

pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6

(enam) bulan uang representasi.

(3) Datarn ha1 Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang

jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diberikan

kepada ahli warisnya.

(a) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang

bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



(5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan

tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea

pada tanggal 25 Agustus 2017

Diundangkan di Namlea

pada tanggal 25 Agustus 2Al7
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BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2AL7 NOMOR 7g
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Sekretaris DPRD

trKabag Hukum


